
431 

 

 

OPEN ACCES 
 
 

Vol. 16 No. 2: 431-439 
Okt. 2023 

Peer-Reviewed  

AGRIKAN - Jurnal Agribisnis Perikanan  

(E-ISSN 2598-8298, P-ISSN 1979-6072) 

URL: http://www.jurnal.ummu.ac.id/index.php/agrikan 

https://doi.org/10.52046/agrikan.v16i2.431-439 

 

 

 
Community Perceptions and Attitudes in Management of the Mount 
Hamiding Protected Forest in North Halmahera Regency 
 
(Persepsi dan Sikap Masyarakat  dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Hamiding di 
Kabupaten Halmahera Utara) 
 
Yosevita. Th. Latupapua 1 dan Jacob Kailola 2 

 
1  Program Studi Pengelolaan Hutan, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Jl. Ir.M. Putuhena, Desa 

Poka, Ambon, Indonesia 
2  Program Studi  Kehutanan , Fakultas Ilmu Alam dan Teknologi Rekayasa, Universitas Halmahera, Jl. Raya Wari, Wari 

Ino, Kota Tobelo, Indonesia. 

 

Email:  vithaforester@mail.com,  jacobkailola@yahoo.co.id  
 

 Info Article : 
Diterima :12 Okt. 2023 

Disetujui :  31  Okt. 2023 

Dipublikasi : 31 Okt. 2023 
Abstract 

 Article type : 
 Riview Article 

 Common Serv. Article 

 Research Article 
  

 

Mount Hamiding Protected Forest (HLGH) is administratively located in North Halmahera 

Regency and has a role in supporting living systems, regulating water management, preventing 

floods and seawater intrusion and increasing soil nutrients. The current condition of HLGH is 

experiencing damage due to human activities, namely forest encroachment, shifting cultivation 

and illegal logging. The research aims to determine community perceptions and attitudes in 

managing protected forests. This research was conducted in the HLGH area, taking place from 

July – November 2022. This research used a quantitative and descriptive qualitative approach. 

The parameters measured are community perceptions and attitudes in managing protected 

forests using a Likert scale. The results of the research show the perceptions and attitudes of the 

community in the six research locations, namely Roko village, perception value 26.95, attitude 

11.97, Soakonora perception 27.36, attitude 11.87, Togawa perception 24.68, attitude 12.51, 

Mamuya Perception value is 26.78, attitude 11.47, Efi perception -Efi 27.18, attitude 12.17 and 

Wangongira perception 24.77, attitude 12.68. These findings illustrate that the perceived value 

in four villages is at a medium level, and two other villages are at a low level. The attitude of the 

six villages is in the medium category. This illustrates that people's perceptions and attitudes 

towards the existence, function and benefits of protected forests are still below standard. Thus, 

there is a need for outreach activities about the existence of protected forests and their functions 

and benefits to improve community perceptions and attitudes. 
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia termasuk dalam  salah satu  

negara Megadiversity di dunia oleh karena 

memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi 

(Sutarno dan  Setyawan, 2015). Hutan lindung 

memberikan layanan jasa dan keanekaragaman 

hayati sehingga harus mendapat perhatian untuk 

dikelola (Xu et al., 2017; Nugroho et al., 2022; Hua 

et al., 2022). Menurut Zhang et al., (2019), hutan  

merupakan sumberdaya alam yang dapat 

diperbaharui sebab  itu perlu dikelola dengan asas 

kelestrarin. 

 Pengelolaan hutan lindung di Indonesia 

memiliki payung hukum sebagai dasar kebijakan 

bagi pengelolaan bersumber dari  UU No 41 tahun 

1999, secara explisit hutan lindung mempunyai 

peran pokok untuk menjaga keseimbangan 

lingkungan  yakni sebagai sistem dalam 

menyangga kehidupan,  perlindungan, pengaturan  

tata air, mencegah bahaya banjir dan  intruisi air 

laut, serta dapat neningkatkan  unsur hara dan 
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mineral tanah (Mardiatmoko et al., 2020; Kailola et 

al., 2021; Kailola, 2023). Kerusakan hutan lindung 

menjadi tranding topik  (spot light) oleh karena 

mengalami degradasi dan sudah bukan menjadi 

rahasia umum lagi bahwa kerusakan hutan 

lindung telah menjadi issue regional, nasional 

maupun global  (Wade et al., 2020; Waas dan Riry, 

2022). Kerusakan tersebut terjadi karena jumlah 

penduduk yang terus bertambah dari waktu ke 

waktu  (Xu et al., 2017; Imai et al., 2018; 

Budiprakoso et al., 2021), menyebabkan kebutuhan 

masyarakat terus meningkat dengan persoalan  

sosial yang begitu kompleks berdampak terhadap   

masyarakat yang harus memenuhi kebutuhan 

hidup, sehingga hutan lindung menjadi sasaran 

tempat mencari nafkah baik berupa perluasan 

lahan pertanian, perambahan hutan, illegal 

logging (Vijay et al., 2016; Garrett et al., 2018; 

Tacconi et al., 2019).  

Hutan Lindung Gunung Hamiding (HLGH) 

secara administrative, memiliki biofisik dengan 

lanskap  topografi bergelombang sampai 

bergunung dengan  DAS  yang berukuran sempit  

sehingga memberikan dampak   terhadap  

pengaturan tata air, serta mudah mengalami erosi  

(Kailola et al., 2019). HLGH merupakan salah satu 

kawasan hutan yang lebih luas dari beberapa 

kawasan hutan lindung di Halmahera Utara 

dimana secara umum luas kawasan  hutan lindung 

84.460,79 ha, (BPS Halut, 2018).  Menurut  Kailola 

et al., (2023) pengelolaan kawasan hutan lindung 

selama ini belum berjalan maksimal karena   

karena terbatasnya  sumber daya manusia, modal 

dan teknologi serta pemasaran maupun 

aksesibilitas.  Dikatakan juga oleh   Kailola (2011), 

bahwa hilangnya perubahan tutupan hutan pada 

hutan lindung di  tahun 2006  sebesar 518,82 ha. 

Dampak yang terjadi ini akibat dari  pembalakan 

liar , maupun kegiatan perambahan yang 

dilakukan oleh masyarakat serta ijin-ijin yang 

diberikan oleh pemerintah untuk berbagai 

aktifitas kegiatan penambangan. Di sisi lain  

kehidupan sosial ekonomi masyarakat  dari  data  

BPS Halut (2021)   menunjukan bahwa masyarakat 

masih hidup jauh dari kehidupan yang layak, 

yaitu masih ada di bawah garis kemiskinan, 

dengan tingkat kemiskinan  mencapai 4,45 %. Data 

ini menggambarkan bahwa  ketergantungan hidup 

masyarakat terhadap hutan sangat tinggi, dengan 

demikian maka akan berdampak terhadap 

terjadinya kerusakan hutan, masalah lain bahwa 

terjadi terjadi konflik   dengan pemerintah tentang 

batas kawasan dalam  pemanfaatan hutan.  

Implementasi kebijakan pemerintah tentang  

program kehutanan sosial memberikan angin 

segar bagi masyarakat karena   tujuan dari 

program ini adalah  melibatkan  masyarakat dalam 

mengelola hutan serta masyarakat diberikan ruang 

untuk mengelola kawasan hutan negara dan bisa 

bekerjasama dengan pemerintah. Setelah  

pemerintah menetapkan   program sosial forestry 

yakni hutan kemasyarakatan  maupun hutan desa,  

diharapkan perhutanan sosial dapat  menjadi 

solusi dalam pemecahanan masalah ditingkat 

tapak , sehingga pengelolaan hutan lindung  tidak 

hanya memberikan manfaat bagi kesejahteraan 

masyarakat  tetapi pengelolaan dapat berlangsung  

secara  sustainyield. Berbagai hasil kajian  

sebelumnya tentang kehidupan masyarakat di 

sekitar kawasan hutan lindung masih jauh dari 

kelayakan atau masih hidup dibawah garis 

kemiskinan (Kastanya, 2006 ; Pujo et al. (2018); 

Maryudi and Krott (2012); Kailola et al., 2023).   

Perhutanan sosial merupakan pengelolaan 

hutan  berbasis masyarakat (communtiy based) 

yang menitikberatkan  masyarakat harus berperan 

sebagai subjek dalam menggerakan pembangunan 

kehutanan bukan sebaliknya sebagai objek 

(Kailola, 2023). Pada dasarnya masyarakat 

diharapkan memiliki peran aktif  dalam 

mengelola  hutan pada tingkat tapak karena hal 

tersebut merupakan tujuan dan cita-cita dari 

paradigma kehutanan sosial   (Sanudin, 2019). 

Oleh karena itu keberadaan hutan lindung   serta 

fungsi perlu di pahami oleh masyarakat yang 

berada disekitar kawasan hutan maka penelitian 

tentang perspektif dan sikap masyarakat perlu 

diketahui sebagai referensi dalam pengelolaan 

hutan lindung secara berkelanjutan. Berikut ini 

berberapa penelitian tentang perpektif dan sikap 

masyarakat; persektif pengembangan hutan kota 

(Urfi Izzati, 2023), persepsi dalam pengelolaan 

hutan mangrove (Khairiansyah et al., 2018), 

persepsi tentang kunjungan waisata (Galih et al., 

2023).  Kajian penelitian yan dilakukan   ini 

memiliki perbedaan dari  penelitian terdahulu 

sebab  ada unsur  kebaruan ditinjau  dari  wilayah 

atau tempat penelitian, serta metode penelitian 

yang lebih komprehensif dari penelitian 

sebelumnya dan memiliki tujuan agar dapat  

mengetahui persepsi dan sikap masyarakat dalam  

mengelola hutan lindung serta  manfaatnya    

adalah menghasilkan referensi tentang persepsi 

dan sikap masyarakat dalam mengelola  hutan 

lindung secara berkelanjutan.  
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II. METODE PENELITIAN  

2.1. Waktu dan tempat 

Kegiatan penelitian  berlangsung dari bulan 

Juli  sampai dengan November 2023. Tempat 

penelitian ditentukan dari  beberapa desa di 

sekitar HLGH  yaitu desa Wangongira, Efi -Efi, 

Mamuya, Togawa dan Roko. Pemilihan desa   

secara purposive sampling, dimana kriteria desa 

yang ditentukan sebagai lokasi penelitian adalah 

masyarakat berinteraksi dengan kawasan hutan 

lindung dan secara administrative terletak pada 

lokasi penelitian. Intensitas sampling yang 

digunakan adalah 20%.  Lokasi penelitian tertera 

pada Gambar 1. 

 

 
 Gambar 1. Lokasi penelitian 

 

2.2. Prosedur penelitian  

Prosedur pengambilan  data  dengan  survey 

methods, sedangkan penentuan  lokasi dengan 

teknik  purposive  sampling yaitu secara sengaja 

berdasrakan tujuan dari penelitian. Desa yang 

terpilih adalah  representasi dari keterwakilan 

masyarakat yang mengelola hutan lindung, yakni 

desa; Wangongira, Efi-Efi, Mamuya, Togawa, 

Soakoora dan Roko. Banyaknya desa  yang dipilih  

berdasarkan   formula (Yamane, 1967) 

   
 

       
 

Keterangan : n  = banyaknya desayang 

terpili, N = banyaknya desa 

disekitar  HLGH, α2 = 

kuadrat dari tingkat 

signifikansi ( 5%).  

2.3. Analisis data  

Data yang diperoleh dianalisis  melalui 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 

2.3.1. Persepsi masyarakat 

Persepsi berkaitan dengan pemahaman, 

pengetahuan dan pandangan masyarakat yang 

meliputi 16 pertanyaan. Tingkat persepsi 

masyarakat berdasarkan skala likert dengan selang 

nilai Xmax = 48, Xmin = 16 dan N = 3 adalah 10,66 

sehingga tingkat persepsi rendah jika skor 16-

26,66, sedang skor 26,66 – 37,32, dan tinggi skor 

37,32 – 48. 

 

2.3.2. Sikap masyrakat 

Sikap masyarakat dengan selang nilai Xmax 

= 18, Xmin = 6 dan N = 3 adalah 4 sehingga tingkat 

sikap masyarakat rendah jika skor 6 – 10, sedang 

skor 11 – 14, dan tinggi skor 15 – 18.  
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN,  

3.1. Karakteristik Responden  

Hasil penelitian berdasarakan karakter 

masyarakat yang digunakan adalah yang menjadi 

ciri khas karakteristik sosial  dalam pengelolaan 

hutan lindung,  yakni; umur dan pendidikan. 

Menurut  BPS Indonesia (2023) kategori terbagi 

atas usia produktif dan tidak produktif.  Kategori 

usia tidak produktif  kurang dari  15 tahun dan 

lebih dari64 tahun, sedangkan usia produktif 15-64 

Tahun. Berdasarkan klasifikasi tersebut maka 

kategori  usia produktif masyarakat pada lokasi 

penelitian dengan rentang usia 15 – 64 sebanyak 

299 org (86,42%), usia tidak produktif  di atas 64 

tahun  sebanyak 47 org (13,58%). Suandi et al. 

(2014), usia produktif berpengaruh terhadap  

persepsi  dan sikap  sebab secara fisik mempunyai  

kinerja yang lebih tinggi apabila dikomparatif  

terhadap  usia tidak produktif, dimana usia  yang 

tidak produktif memberikan hasil yang lebih 

rendah. Karakteritik Pendidikan responden dari 

ke 6 desa adalah;  Tidak bersekolah 0,6%, Sekolah 

Dasar 35,8%, Sekolah Menengah Pertama 26,9%, 

Sekolah Menengah Atas 31,5% dan  Sarjana 5,2%. 

Pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat  

menggambarkan bahwa  tingkat pendidikan dan 

kualitas pendidikan berpengaruh terhadap 

persepsi  dan sikap masyarakat, sebab jika 

masyarakat mengenyam pendidikan baik  berupa 

pendidikan formal maupun nonformal, akan 

berdampak terhadap peningkatan pengetahuan 

maupun wawasan sehingga dapat mengunah 

mindset masyarakat dalam mengelola hutan 

lindung menjadi lebih baik. Hasil temuan ini 

sejalan dengan pernyataan  (Aini et al., 2018; 

Parhusip et al., 2019; Desmiwati et al., 2021) bahwa 

jika masyarakat memiliki pengetahuan yang 

diperoleh melalui pendidikan formal ataupun non 

formal maka cenderung memiliki wawasan yang 

meningkat sehingga berdampak terhadap 

pengelolaan hutan yang lebih baik.  

 

3.2. Persepsi Masyarakat tentang  Pengelolaan 

Kawasan HLGH 

Hasil penilaian terhadap tingkat persepsi 

masyarakat tentang pengelolaan Hutan Lindung 

Gunung Hamiding di sajikan pada  Tabel 1. Untuk 

mengetahui persepsi masyarakat di sekitar 

kawasan hutan lindung maka ada 14 indikator  

yang diukur. Berdasarkan hasil analisis terhadap 

14 elemen penilaian pada Tabel 1 menunjukan 

bahwa masyarakat desa Soakonora memiliki nilai  

yang lebih tinggi dari desa-desa yang lain dengan 

skor 27,36, sedangkan skor terendah diperoleh 

desa Wangongira yaitu sebesar  24,77.  Secara 

keseluruhan nilai nilai persepsi yang diperoleh 

adalah 26,32.  Hasil kajian ini  menunjukan   

tentang   persepsi yang dimiliki oleh masyarakat 

yang tinggal  di sekitar hutan lindung 

dikategorikan ada pada tingkat sedang. Menurut 

(Purnomo et al., 2017), persepsi merupakan 

pandangan dari individu  tentang  suatu kejadian 

oleh karena itu   persepsi memiliki peran sangat 

penting dalam mempengaruhi perilaku  individu 

tersebut.  

 Dari temuan  tersebut  menunjukan   

bahwa persepsi   mengenai  fungsi ataupun  

manfaat kawasan hutan lindung masih jauh dari 

yang diharapkan untuk mengelola hutan secara 

lestari sehingga dampak yang terjadi dari 

pengelolaan hutan adalah timbulnya kerusakan, 

karena pengetahuan tentang budidaya serta 

pemanfaatan jasa lingkungan dapat dikatakan 

masih kurang atau belum terlalu baik. 

 
Tabel  1. Persepsi Masyarakat tentang pengelolaan kawasan HLGH 

No Elemen Penilaian 

Desa 

Total Rerata Roko Sokonora Togawa Mamuya Efi-Efi Wangongi

ra 

1 Pemahaman   

fungsi hutan 

lindung 

1,9 2,00 1,9 2,00 2,00 2,00 11,80 1,97 

2 Pemahaman 

manfaat hutan 

lindung 

2,00 1,90 1,70 1,90 1,90 1,80 11,20 1,87 

3 Dampak  hutan 

lindung  

terhadap social 

budaya 

masyarakat 

1,90 1,90 1,70 1,90 1,90 1,70 11,00 1,83 

4 Nilai  ekonomi 

hutan lindung  

2,00 1,90 1,70 1,90 1,90 1,60 11,00 1,83 
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terhadap 

kesejahteraan  

5 Peran  hutan 

lindung terhadap 

tingkat 

pendapatan  

1,99 1,99 1,99 1,99 2,49 1,49 11,94 1,99 

6 Produk hutan 

non kayu dan 

kayu untuk 

energi 

1,99 2,49 1,99 1,99 2,49 1,99 12,94 2,16 

7 Aturan tidak 

tertulis dalam 

mengelola HLGH 

1,70 1,79 1,70 1,70 1,70 1,70 10,29 1,72 

8 Kebijakn dalam 

mengelola hutan 

lindung 

2,09 2,00 2,00 2,00 1,70 1,70 11,49 1,92 

9 Perlindungan 

untuk  flora 

maupun fauna 

1,80 1,90 1,80 1,90 1,90 1,79 11,09 1,85 

10 Usaha  menjaga 

dan melestarikan 

hutan lindung 

1,90 1,90 1,50 1,90 1,80 1,80 10,80 1,80 

11 Tingkat 

kesadaran 

merambah hutan 

adalah  aktivitas 

merusak hutan 

1,89 1,90 1,80 1,90 1,90 1,90 11,29 1,88 

12 Tingkat 

penyadaran 

bahwa 

keanekaragaman 

hayati terganggu 

adalah activitas 

merambah hutan 

1,89 1,90 1,80 1,90 1,90 1,90 11,29 1,88 

13 Aktivitas 

penanaman kayu 

1,90 1,89 1,50 1,90 1,70 1,50 10,39 1,73 

14 Sanksi untuk 

para pelanggar 

melanggar aturan 

hukum  

2,00 1,90 1,80 1,90 1,90 1,90 11,40 1,90 

15  Jumlah 26,95 

(S) 

27,36 (S) 24,88 (R) 26,78 (S) 27,18 

(S) 

24,77(R) 157,9

2 

26,32 

Keterangan : S = sedang, R = rendah ( Sumber: Pengolahan Data Primer, 2022) 

 

3.3. Sikap masyarakat 

Sikap masyarakat terhadap pengelolaan 

HLGH disajikan pada Tabel 2. Untuk mengetahui 

sikap masyarakat terhadap pengelolaan hutan 

lindung maka ada  6 elemen penilaian  yang 

diukur. Hasil analisis menunjukan bahwa nilai 

yang diperoleh adalah masyarakat di desa 

Mamuya memperoleh nilai terendah dengan skor 

11,47, sedangkan masyarakat di desa Wangongira 

memperoleh nilai 12,68 lebih tinggi dari ke lima 

desa yang dijadikan sampel penelitian. Hal 

analisis ini menunjukan bawa nilai sikap 

masyarakat berada pada interval nilai 11 – 14 

dengan kategori sedang. Dari keenam elemen 

penilaian  yang diukur, hasil perhitungan 

menunjukan bahwa sikap masyarakat terhadap 

manfaat hutan memiliki skor yang lebih tinggi 

dari ke lima indikator yang lainnya dengan nilai 

13,66, sedangkan yang terendah adalah sikap 

terhadap pengelolaan kawasan hutan lindung 

dengan besaran nilai yaitu 9,69.  

 Temuan ini menggambarkan bahwa sikap 

masyarakat dalam mengelola HLGH memiliki 

hubungan secara langsung dengan persepsi, yaitu 

apabila  persepsi mengenai  hutan lindung tinggi, 

baik itu menyakut fungsi dan pengelolaannya 



Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan (agrikan UMMU-Ternate) Vol. 16. No. 2 (Oktober  2023) 

 

436 

maka secara otomatis sikap masyarakat dalam 

mengelola hutan lindung akan lebih baik. 

Menurut Pratiwi el al. (2018), sikap adalah  

kecenderungan suatu tindakan  dari suatu proses 

kesadaran dari suatu individu. Dari hasil 

penelitian ini menggambarkan bahwa sikap 

masyarakat yang masih belum terlalu baik dalam 

pengelolaan hutan lindung dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, yaitu;  tingkat pemahaman 

masyarakat yang masih kurang karena minimnya 

sumberdaya manusia, hal ini terlihat dari data  

pendidikan yang didominasi oleh lulusan sekolah 

dasar 35,8 %, serta kurangnya kegiatan sosialisasi 

mengenai  peran  dan keguaan dari  hutan lindung  

dan  kegiatan untuk memberdayakan masyarakat 

yang belum optimal. 
 

Tabel  2. Sikap masyarakat dalam pengelolaan kawasan HLGH 

No Elemen 

penilaian 

Desa 
Jumlah Rerata 

Roko Soakonora Togawa Mamuya Efi-Efi Wangongira 

1 Sikap terhadap 

keberadaan 

hutan lindung 

2,10 2,10 2,04 2,20 2,10 2,30 12,84 2,14 

2 Sikap terhadap 

pengelolaan 

hutan lindung 

1,40 2,10 1,60 1,29 1,50 1,80 9,69 1,62 

3 Sikap terhadap 

nilai manfaat  
2,39 2,20 2,09 2,30 2,39 2,29 13,66 2,30 

4 Sikap dalam 

menyelesaikan 

konflik 

2,19 2,09 2,39 2,19 2,29 2,30 13,45 2,24 

5 Masyarakat 

terlibat 

menanggulangi 

kerusakan  

1,59 1,19 2,20 1,29 1,59 2,20 10,06 1,70 

6 Mengelola 

hutan lindung  

untuk  

meningkatkan 

pendapatan  

dan kelestarian  

hutan 

2,30 2,19 2,19 2,20 2,30 1,79 12,97 2,16 

 Jumlah  11,97(S) 11,87 (S)  12,51 (S) 11,47 (S) 12,17 (S) 12,68 (S) 72,67  12,11 

 Keterangan : S = sedang, (Sumber: Pengolahan Data Primer, 2022) 

 

IV. PENUTUP  

Persepsi dan sikap masyarakat pada keenam 

desa yaitu desa roko, soakonora, togawa, mamuya, 

efi – efi berada pada kategori sedang, hal ini 

menunjukan bahwa persepsi masyarakat tentang 

kawasan hutan lindung gunung hamiding berlum 

terlalu baik atau masih kurang sehingga 

berdampak terhadap pengelolaan hutan lindung, 

hal ini terlihat bahwa masyarakat masih membuka 

lahan pada kawasan hutan lindung untuk kegiatan 

pertanian, pengambilan kayu bakar dan juga kayu 

pertukangan. Sikap masyarakat dalam 

pengelolaan hutan lindung juga masih rendah 

karena berdampak dari pemahaman tentang 

kawasan hutan lindung yang masih kurang 

sehingga dalam pemanfaatan hutan lindung juga 

belum maksimal sesuai tujuan dan fungsinya. 

Perlu di lakukan sosialisasi tentang hutan lindung 

serta pengelolaannya supaya dengan keberadaan 

hutan lindung memberikan dampak kepada 

komunitas masyarakat sekitar hutan agar  dapat 

meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan 

jasa lingkungan dan hasil hutan non kayu, 

sehingga eksistensi pengelolaan hutan lindung 

dapat berjalan secara berkelanjutan (sustainyield).  
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